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BUPATI BUNGO 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR 20 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 4 TAHUN 2023 TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUP
ATEN BUNGO TAHUN 

2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi dari Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ma
ka Peraturan 

Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Ut
ama 

Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 perlu 

penyempurnaan dan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten 

Bungo Tahun 2021-2026; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

. Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor S50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran 
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2. 

Negara  Republik  Indonesin  Nomor 12 Tahun 2011 

tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 10); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2021 Nomor 11); 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 
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tentang Perubahan Kedua Atas Peratur
an Daerah Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6); 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021
 tentan| 

Pembangunan  Jangka Menengah  Tahun 

(Lembaran Daerah Kabupate! 

13. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN  BUPATI  TENTANG 

PERATURAN BUPATI NOMOR 4 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PE 

BUNGO TAHUN 2021-2026. 

Pasal | 

Menetapkan : 

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bup: 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupal 

Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4) diubah,
 sehinj 

berikut : 
Pasal 5 

(1) IKU Pemerin 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Bungo Tahun 2021-2026. 

g Rencana 

2021-2026 

n Bungo Tahun 2021 Nomor 10); 

PERUBAHAN  ATAS 

TAHUN 2023 TENTANG 

MERINTAH KABUPATEN 

ati Nomor 4 Tahun 2023 tentang I
ndikator 

ten Bungo Tahun 2021-2026 (Berita
 Daerah 

gga berbunyi sebagai 

tah Kabupaten Bungo disusun berdasarkan 
Dokumen 

Daerah (RPJMD) Kabupaten 

(2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk 

tabulasi, sebagaimana tercantum dalam lampir
an sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. 

(3) Tabulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. sasaran strategis daerah; 

b. indikator kinerja; 

c. penjelasan yang terdiri dari alasan, formulasi (rumus
 perhitungan) 

dan defenisi operasional; serta 

d. sumber data. 

Pasal Il 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang
an Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat
en Bungo. 
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MASHURI 

Diundangkan di Bungo 
pada tanggal 2 - 2 — 2024 

Ditetapkan di Bungo 
pada tanggal 2 - 7_ -2024 

AYEU:H DITELITI KEBENARANNYA 

SPKRETARIS, 1 KEWN‘[M 
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PARAF HIERARK 
ASISTEN SEKDA 

KABAG HUKUM 

| ANALIS HUKUM 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN BUNGO, 

MURSIDI 
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 2.@ 
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